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PUTUSAN
Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Munggu, 01 September
1978 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab.
Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada
Teddi Kama Sinaga S.H. Advokat, pengacara dan
Konsultan hukum yang beralamat kantor di Teddi Kama
Sinaga S.H. & Rekan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November
2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Longkali, 12 September 1975 /
umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Paser, Kalimantan
Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November
2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot
dengan register perkara Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan dalil-
dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1996 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Longkali, Tanah
Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: -
tertanggal 01 Maret 1996;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swit;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersamadi Longkali, RT 07/RW-, Kelurahan Longkali, Kecamatan
Longkali, Kabupaten Paser;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai
seorang anak ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2 (dua) tahun, ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mul ai goyah setelah antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus sejak bulan Oktober tahun 1998 sampai dengan saat ini,
yang penyebabnya antara lain:
- Tergugat terlalu egois dimana dalam setiap tindakan dan
keinginan Tergugat harus selalu diikuti dan dilaksanakan Penggugat
sekalipun bertentangan dengan hati nurani Penggugat misalnya: untuk
membeli perabot rumah tangga dan perlengkapan dapur harus atas
persetujuan Tergugat;
- Tergugat sering marah-marah jika makanan yang dimasak
Tergugat tidak sesuai selera Penggugat, makanan langsung dibuang dan
sering melemparkan piring ke lantai, yang membuat Penggugat
ketakutan dan menimbulkan pertengkaran;
- Tergugat sering cemburu buta, dimana Tergugat selalu menuduh
Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti atau alasan
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yang sah misalnya jika terlambat pulang atau terlalu lama dari pasar
belanja perlengkapan dapur Tergugat sudah menanyakan apakah
Penggugat jalan dengan laki-laki lain atau dengan siapa aja ketemu
dipasar? yang menunjukkan rasa kecemburuannya;
- Tergugat sering meninggalkan rumah bersama dan tidur ditempat
lain tanpa memberitahu Penggugat dan terkadang pulang dalam
keadaan mabuk;
6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat danTergugat terjadi
pada bulan Desember tahun 1998, antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama
dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu, sampai
gugatan cerai ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
pada sekitar akhir tahun 1999 Penggugat telah mencoba
memusyawarahkan dengan orang tua Penggugat dan Tergugat untuk
mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha
tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran
yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu
ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini
dikabulkan;
10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa
hukm telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas
Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Tgt, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar
mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil,
sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada
pokoknya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya, kuasa hukum
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
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L. Bu
kti Surat
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 01 Maret 1996 atas
nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali,
telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi
tanda P.1 serta diparaf;
- Fotokopi Akta Nikah Nomor - Tanggal 01 Maret 1996 atas nama
Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, telah
bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi
tanda P.2 serta diparaf;
Il. Bukti Saksi
1. Saksi I, NIK -, lahir di Long Kali, tanggal 14 November 1981 / umur 40
tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
bersama di Long Kali, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun
selama 2 tahun dan sejak saat itu sudah tidak harmonis karena
Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak tahun 1998;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada
hubungan baik lahir maupun batin Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak

berhasil;

2. Saksi I, NIK -, lahir di Long Kali, tanggal 27 Agustus 1992 / umur 29
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Paaser, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat
kediaman bersama dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai
keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah lama
berpisah rumabh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat rumah
sejak tahun 1998 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat namun saksi
tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan
Tergugat;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala
hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut
Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam
perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara
dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang
secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara,
terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi Kuasa
Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengguat telah memberikan kuasa kepada Teddi
Kama Sinaga S.H. Advokat, pengacara dan Konsultan hukum yang beralamat
kantor di Teddi Kama Sinaga S.H. & Rekan di JI. PM Noor Perumahan Bumi
Sempaja Blok BF No. 22 RT.RW 002/00 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan
Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021 yang terdaftar dalam register
kepaniteraan  Pengadilan =~ Agama Tanah  Grogot Nomor  36/SK-
KS/XI11/2021/PA.Tgt pada hari Senin 06 Desember 2021, surat kuasa tersebut
telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal
147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan
Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tanggal 2
September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai legal standing
untuk mendampingi atau mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukum telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya
yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak
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ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah
menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka
harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan
menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan
mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat
tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),
maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-
pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah sejak
tahun 1998 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak
saat itu Penggugat dan Telah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak ada
hubungn baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di
persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal
Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal 405 yang berbunyi:

m’“ } i \m

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan
gugurlah haknya",
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil
gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya rumah
tangga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan daliinya Penggugat telah
mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah diberi meterai cukup
sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah
di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil
dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P. 1 dan P.2 membuktikan
adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan
demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan
kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in
judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan
dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu Saksi | dan Saksi Il, keduanya
memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara
materiil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan
dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara
satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan

sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.
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Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan
bukti-bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi
karena sejak tahun 1998 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah
tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat
bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), disebabkan saat
ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal berturut-turut sejak tahun
1998 atau selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai sekarang, atas dasar
tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit
untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 251;

\ .2 ’_4“ ki ,ﬁ.-ll "‘ly 1 .9‘ 5 .1 A i - B \l A = .1 L
3L (gaias ) il ) gl Jss joe Db O A 1\7;}]\ <k 13l

ate 3¥) pdaiad Jlo 4l 0E Sy Lo oam e O s )
N

- ‘

Artinya : “Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa
diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan
cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun

sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Penggugat
yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka tujuan mencapai
kemaslahatan rumah tangga sangat sulit untuk dicapai, sebaliknya

kemdharatan yang lebih mungkin terjadi jika perkawinan tersebut tetap
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dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan daripada

meraih kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul figih:
[} [} - T [}
dlasll s &o ISl awlaall €55
Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kaidah ushul figih
tersebut di atas, majelis menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat
dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam

menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
majelis menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah
memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 2
huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum
dalam diktum amar putusan ini;
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Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara
sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Akhmad Adib
Setiawan, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.l., M.H. dan
Mochamad Firdaos, S.H.l.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh
Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.l.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota ll,
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Alfajar Nugraha, S.H.l., M.H. Mochamad Firdaos, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
Panggilan
4. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
JUMLAH : Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)
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